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3. Dalam menentukan tingkat kerugian yang diderita tertanggung, 

khususnya pada klaim asuransi kapal, maka diperlukan adanya lembaga 

juru taksir kerugian (independent loss adjuster), penilaian akan objektif 

apabila dilakukan oleh pihak yang ahli dibidangnya. Untuk mengetahui 

berapa luas dari jaminan yang dicover oleh perusahaan asuransi maka 

perlu dinyatakan dengan jelas bagian yang terkait dengan tanggung jawab 

hukum pihak ketiga (third party liability), maka dengan adanya hal 

tersebut maka sudah jelaslah bahwa suatu polis dalam sebuah perusahaan 

asuransi mempu mengcover kerugian yang diderita pihak ketiga. 
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